
 

 

 

  

BUPATI BADUNG 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 6 TAHUN 2024 
 

TENTANG 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BADUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                    

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023  Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah wajib 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan 

untuk memperoleh persetujuan bersama; 
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 b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 

Prioritas dan Plafon anggaran yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah  Nomor  :   900 /22508/ SETDA/BPKAD   pada tanggal  29 Nopember 2024;  

                                                  900 /3304/  DPRD 

tentang Persetujuan Bersama antara Bupati Badung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Badung tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun   Anggaran 2025; 

   

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6)  Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimanan telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6041) ; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                      

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6883); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1  Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 6909); 
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18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil; 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63);   

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 648); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Badung Nomor 14); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan 

BUPATI BADUNG 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN                 

ANGGARAN 2025. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 

 

a. Pendapatan Daerah; Rp. 10.671.753.820.259,00 

b. Belanja Daerah; Rp 10.587.521.770.499,00  

Total Surplus Rp.        84.232.049.760,00 

 

c Pembiayaan Daerah : 

1. Penerimaan Rp.     115.767.950.240,00 

2. Pengeluaran Rp.     200.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp. (84.232.049.760,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.                    00,00 
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Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :                                                           

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah  Rp. 9.689.435.648.712,00 

b. Pendapatan Transfer sejumlah  Rp. 982.318.171.547,00 

 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah  Rp. 8.891.917.444.471,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah  Rp. 342.544.571.431,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah  Rp. 247.286.816.310,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah  Rp. 207.686.816.500,00 

 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah   Rp. 900.043.280.000,00  

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah  Rp. 82.274.891.547,00  

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : 

a. Belanja Operasi sejumlah   Rp. 6.026.066.025.201,00 

b. Belanja Modal sejumlah  Rp. 2.898.024.774.666,00 

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 237.086.033.246,00 

d. Belanja Transfer sejumlah Rp. 1.426.344.937.386,00 
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(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah  Rp. 3.117.858.504.816,00 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 1.950.362.599.431,00 

c. Belanja Subsidi sejumlah   Rp. 6.279.361.000,00 

d. Belanja Hibah sejumlah     Rp. 949.256.859.954,00 

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   Rp. 2.308.700.000,00 

 

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp. 481.929.776.094,00 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah  Rp. 556.673.719.507,00 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah  Rp. 636.723.500.723,00 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah   Rp.  1.187.642.386.381,00 

e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya sejumlah Rp. 14.320.359.676,00 

f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah Rp. 20.735.032.285,00 

 

(4) Belanja Tidak Terduga  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sejumlah                                        

Rp. 237.086.033.246,00 

 

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari : 

a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.019.801.551.147,00 

b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 406.543.386.239,00 
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Pasal 4 

 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : 

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah   Rp.  115.767.950.240,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah  Rp.  200.000.000.000,00 

 

Pasal 5 

 

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan pengeluaran anggaran 

atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

 

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan : 

a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran 

Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. Memanfaatkan kas yang tersedia. 

 

Pasal 6 

 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi : 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 
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b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi : 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia 

dalam tahun anggaran berjalan; 

 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau  

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 7 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,              

terdiri dari :  

1. Lampiran I Ringkasan  APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan 

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi. 
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3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub.Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan 

beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub.Keluaran;   

5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  

6. Lampiran  VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM. 

7. Lampiran  VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD. 

8. Lampiran  VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang APBD; 

9. Lampiran  IX  Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas 

Kabupaten/Kota. 

10. Lampiran  X  Daftar Piutang Daerah 

 

Pasal 8 

 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 6 TAHUN 2024 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 

I. UMUM 

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaanya, yakni Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Peraturan Daerah didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, 

efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan  memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat 

untuk masyarakat. 

Peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui  

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. 

 

 

 



- 15 - 

 

  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6 

 



KABUPATEN BADUNG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.689.435.648.712,00

4.1.01 Pajak Daerah 8.891.917.444.471,00

4.1.02 Retribusi Daerah 342.544.571.431,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 247.286.816.310,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 207.686.816.500,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 982.318.171.547,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 900.043.280.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 82.274.891.547,00

Jumlah Pendapatan 10.671.753.820.259,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 6.026.066.025.201,00

5.1.01 Belanja Pegawai 3.117.858.504.816,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.362.599.431,00

5.1.04 Belanja Subsidi 6.279.361.000,00

5.1.05 Belanja Hibah 949.256.859.954,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.308.700.000,00

5.2 BELANJA MODAL 2.898.024.774.666,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 481.929.776.094,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 556.673.719.507,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 636.723.500.723,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.187.642.386.381,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.320.359.676,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 20.735.032.285,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 237.086.033.246,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 237.086.033.246,00

5.4 BELANJA TRANSFER 1.426.344.937.386,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.019.801.551.147,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 406.543.386.239,00

Jumlah Belanja 10.587.521.770.499,00

Total Surplus/(Defisit) 84.232.049.760,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-30 18:36:29 Halaman 1

Lampiran I :       Peraturan Daerah  

Nomor : 06 Tahun 2024

Tanggal : 30 Desember 2024



KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 

1 , 3 

6 PEMBIAYAAN DAERAH 

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 115. 767 .950.240,00 

6.1.01 Sise Leblh Perhltungan Anggaran Tahun Sebe!umnya 115.767.950.240,00 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 200.000.000.000,00 

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 200.000.000 000,00 

Jumlah Penerlmaan Pemblayaan 115.767.950.240,00 

Jumlah Pengelu,r,n Pemblayaan 200.000.000.000,00 

Pemblayaan Netto -84.232.049. 760,00 

6.3 Sisa Lebih P&mbiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 

SIPD-RI: d1cetak pada 2024-12-30 18 36'29 Halaman 2 
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